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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan dan kajian pustaka
tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal di Fintech Investree
Peer to Peer Lending di Indonesia”, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan
tentang : Bagaimana prosedur pinjaman modal di fintech investree peer to peer
lending di Indonesia?, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur pinjam
modal di fintech investree peerto peer lending di Indonesia?

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi dan wawancara (inferview), selanjutnya data disusun dan
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian terhadap Wakalah bi al-ujrah Fintech Investree Peer to
Peer Lending menyimpulkan beberapa hal yaitu : pertama, prosedur dan akad
pada Investree dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara substansi sudah sesuai,
Mekanisme dan akad yang ada pada produk pembiayaan tagihan atau invoice
financing syariah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara Investree
(penyelenggara) dengan 7nvestor (pemberi pembiayaan), sedangkan akad qardh
muncul pada saat supllier (penerima pembiayaan) menunjukkan invoice (bukti
tagihan) pada /nvestree (penyelenggara). Prosedur dan akad antara /nvestree
(penyelenggara) dengan seller (penerima pembiayaan) timbul akad murabahah
yang termasuk dalam akad jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang
telah disepakati. Kedua, jika ditinjau dari segi hukum Islam maka pelaksanaan
layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
pada PT. Investree dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subjek hukum. Hal
tersebut dapat dilihat bahwa subjek hukum merupakan orang atau badan hukum
yang memiliki hak dan kewajiban. [nvestree sebagai Penyelenggara layanan
pembiayaan serta Pemberi Pembiayaan (/ender) maupun Penerima Pembiayaan
(borrower) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Sejalan dengan kesimpulan yang di atas, maka kepada pihak-pihak yang
terkait dengan Investree, disarankan : pertama, investor harus lebih teliti dalam
hal untuk memilih perusahaan yang sepenuhnya menerapkan prinsip syariah.
Kedua, Pihak investree seharusnya membuat keputusan secara jelas dan rinci
tentang peraturan-peraturan mengenai efek syariah Wakalah bi al-ujrah serta
prosedur yang di gunakan dengan lembaga keuangan yang terkait harus lebih
jelas.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang besar, dengan potensi ekonomi
yang menjanjikan, karena di dukung dengan banyaknya jumlah
pendudukusiaproduktif. Sayangnya, ketersediaan modal keuangan di
tanah air belum berjalan dengan secara efektif akibattidak meratanya
penyaluran keuangan antar pemilik modal dan masih banyak pelaku usaha
baik dalam kalangan individu yang mengalamkesulitan dalam
memperoleh akses keuangan, utamanya dari segi informasi dan
regulasinya. Menjawabpermasalahan tersebut, ada sebuah perusahaan
yang mengembangkan layanan finansial di Indonesia secara lebih cerdas,
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,yang disebut dengan
Financial Technology (Fintech). '

Financial technology menghubungan orang yang mempunyai
modal yang kemudian disebut dengan Lender untuk memberi pinjaman
kepada seseorang yang membutuhkan modal yang kemudian disebut
dengan Borrower secara online. Dengan teknolgi Fintech ini aktivitas
pinjam meminjam lebih mudah untuk diakses oleh pemilik modal dan

pelaku

! “tentang Investree”, http//www.investree.id/about-us.html, diakses pada tanggal 02 Maret

2019.



usaha,satu dari usaha finansial dilakukan melalui sebuah kegiatan

usaha berbentuk aplikasi yang disebut investree.”

Investree adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Hukum
PT yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia. Berdiri
sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, yang mempunyai misi yaitu sebagai
online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan
pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan perolehan Lender,
investree juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkaudan mudah di
akses bagi Borrower. Wujud dalam pengaplikasiannya yaitu berupa
website dan aplikasi android. Lender dan borrower bisa mengelola
investasinya dan meminjam dana hanya dengan aplikasi yang berbasis

android dan website.

Teknologi yang terus berkembang dalam era modern ini, selain
membawa dampak di bidang teknologi juga membawa dampak positif di
bidang ekonomi. Dengan meningkatnya standar teknologi dunia,
masyarakat kian membutuhkan kegiatan finansial untuk terus
berkembang dengan meningkatkan kecepatan dalam bertransaksi serta
kemudahan untuk melakukan usaha. Perkembangan teknologi tersebut
menghasilkan inovasi di bidang eknomi yang berkembang pesat saat ini,

yaitu Financial Technology (“Fintech”) Fintechsaat ini mengejar ide baru

2 Ibid.,
3 Ibid.,



dan model bisnis baru untuk membawa transformasi digital kesemua
aspek dalam industri keuangan.’

Kehadiran Fintech di Indonesia salah satunya dilatarbelakangi
oleh faktor tidak bisa memenuhi kebutuhan Finansial dan yang kedua
karena akan kecepatan bertransaksi yang dianggap lebih praktis. Menurut
seorang Peneliti bernama Indef Bhima Yudhistira, pada total kebutuhan
pembiayaan Nasional saat ini mencapai Rp. 1.649 triliun, sementara
kepastian perbankan hanya sebesar Rp. 600 triliun, sehingga diharapkan
selisih kebutuhan pembiayaan nasional sebesar Rp. 989 triliun dapat diisi
oleh kehadiran Fintech.’

Salah satu jenis Fintech yang cukup menjadi pusat perhatian
adalah yang bergerak di bidang pinjam meminjam atau dikenal dengan
peer to peer Lending (“P2P Lending”). Namun kini hadir sebagai solusi
yang merupakan salah satu bagian dari fintech, yaitu metode pembiayaan
bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang
tanpa melalui institusi resmi. Dalam konsep P2P Lending, seseorang yang
berhutang yang di sebut dengan debitur yang akan menggunakan dana
tersebut dipertemukan dengan orangyang akan memberikan pinjaman

yang disebut dengan kreditur yang hendak memberikanpinjaman melalui

*https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/26/20017-transaksi-fintech-indonesia-us-
186-miliar. diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

°Aditya Noviansyah, Regulator, Pelaku Pasar, dan Peneliti Bahasa Era Keuangan Digital,
https://m.tempo.co/read/news/2017/03/22/08785863 1/regulator-pelaku-pasar-dan-peneliti-
bahasa-Erakeuangan-digital, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.



aplikasi fintech. Aplikasitersebut kemudian akan menjadikan penghubung
antara Debitur dan Kreditur. °

Layaknya kegiatan pinjam-meminjam uang biasanya, P2P Lending
juga memiliki permasalahan pencegahan resiko yang akan timbul, salah
satunya adalah hilangnya uang yang sudah disetor oleh kreditur.
Hilangnya uvang kreditur dapat disebabkan banyak hal, antara lain gagal
bayar (wanprestasi) oleh debitur karena tidak adanya transparansi dalam
siklus peer to peer lending yang dilakukan penyelenggara fintech dan
kurangnya pengembangan dan inovasi dalam sistem manajemen
pencegahan penyalahgunaan dana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk diterapkan oleh para penyelenggara fintech.”

Demi mengurangi permasalahan yang akan muncul, pengkajian
terhadap instrumen hukum dalam pengaturan Fintech perlu dilakukan
demi berkembangnya fintech keuangan Indonesia.®Investree mempunyai
dua jenis bentuk investasi yaitu konvensional dan syraiah, kedua investasi
tersebut yang membedakan hanya terletak pada akadnya saja. Investasi
konvensional ini ditentukan dengan berdasarkan bunga degan tarif sekitar
12-20 persen, biaya margin atau fee yang harus dibayar, hal ini bisa
dibandingkan dengan bank, tetapi bentuk pinjaman konvensioanl ini

tanpa jaminan, syarat dan ketentuanpun juga lebih fleksibel. Investasi

% Ibid.,
" 1bid.,

%GlenDio, “Pencegahan dan Penanggulangan Uang Kreditur dalam Siklus Peer to peer
Lending”,https://www.researchgate.net/publication/325658887 AILRC2017_ AsriAndaraPutri
GlennDioHaeckalMonicaRotuaAngelinaBPENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEH
ILANGAN UANG KREDITUR DALAM SIKLUS PEER TO_PEER _LENDING, diakses
pada tanggal 9 Maret



syariah menggunakan skema syariah melalui Akad A/ Qard untuk
pemberian dana talangan dan Akad Wakalah Bi Al Ujah untuk
mendapatkan keuntungan atau ujrah. Keuntungan bagi peminjam dan
pemberi pinjaman mengusung prinsip syariah dalam investree syariah
merupakan layanan usaha syariah yang dijamin menggunakan tagihan
atau 7invoice (invoice financing). Secara umum terdapat beberapa
keuntungan yang diklaim akan didapat oleh peminjam dan pemberi
pinjaman jika memanfaatkan pembiayaan bisnis dengan prinsip syariah.
Bagi peminjam keuntungan diantaranya adalah fasilitas dan layanan
sesuai dengan prinsip syariah, sehingga peminjam dapat mengajukan
pembiayaan secara aman, menganut konsep tanpa riba dan dijamin
pembiayaan bebas bunga dan biaya tambahan. Sementara untuk pemberi
pinjaman keuntungan yang bisa didapatkan adalah, pendanaan yang
sesuai dengan prinsip syariah, peminjam modal akan langsung menerima
pengembalian dana sekaligus pendapatan berupa imbal hasil atas jasa
penagihan yang dibayarkan pemberi pinjaman tanpa bebas biaya apapun,
pendanaan dengan resiko yang terukur dan dana pembiayaan yang
ditawarkan mulai dari 5 juta Rupiah. °

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain
untuk mengerjakan seseuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama
yang mewakilkan masih hidup. Dasar hukum dari wakalah adalah boleh

dilakukan dalam ikatan kontrak yang di syariatkan dengan dasar hukum

“https://dailysocial.id/post/investree-syariah?refresh=, diakses pada tanggal 9 Desember 2018.



ibahah (di perbolehkan), al-wakalah bisa menjadi sunnah, makruh, haram,
atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa, pekerjaan yang di
kuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-

Quran yang mengisahkan tentang Sl & =), sebagaimana firman

Allah Swt. :

)

% T8 fedmTr 2 7, pTe me Sz S 7. an Yz ke
85 =l Loga L 1506 20 8 zgia (6 (6 2e T feliiny zdiag Gl 5
G831 Tl hals tall ) sa 8 )5, Koal 1l 2 Ly A2 05 108

Artinya:

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling
bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di
antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu berada di sini?”.
Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa
lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah seorang di antara
kamu pergi ke kota denganmembawa uang perakmu ini, dan
hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali

menceritakan halmu kepada seseorang pun”.'

Pada masa Rasulullah Saw., juga pernah terjadi pemberian kuasa
kepada sahabatnya, antara lain: pemberian kuasa untuk mengawini
istrinya, pemberian kuasa membayar utang dan memeliharanya. Mengenai

Wakalah sebagai salah satu bentuk tolong menolong yang diridhai oleh

Allah ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah Saw., yang artinya:

' Depag R, A/-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), 295.
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Artinya:

“Dan Allah (akan) menolong hambaNya selama hamba-

hambaNya mau menolong saudara-saudaranya”"'

Di samping itu, juga telah terdapat kesepakatan (ijma’) dari kaum
muslimin  untuk memperbolehkannya setiap Muslim melakukan
akad/perjanjian wakalah. Hal ini terjadi karena termasuk jenis ta’awun
(tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan
dalam Al-Quran dan sunah Rasulullah Saw.'? Sebagaimana firman Allah

Swt:
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Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.'?
Dalam hal ini berkaitan dengan ayat yang di atas, bahwa fintech
Investree Peer to peer lending menggunakan akad Wakalah Bi Al Ujrah,
dimana nasabah atau penanam modal menitipkan uang kepada pihak

investree kemudian mendapatkan imbalan atas keuntungan pengelolaan

dananya di investree.

""HR. Imam Muslim, dalam kitab Az-Zikr, 4867
2K hotibul Umam, Perbankan Syariah, Cet 1, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2016), 169.
“Depag RI, Al-Quran dan Terjemahaan, (Surabaya: Duta Ilmu.2002 ), 32.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

1.

Kedudukan Fintech Investree Peer to peer Lending dalam hukum
ekonomi syariah (muamalah).

Penentuan upah pinjaman 20 % terhadap wakalah bi al-ujrah pada
fintech investree peer to peer lending.

Kesesuaian Fintech peer to peer lending yang berbasis syariat
dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

Prosedur meminjam vang di fintech investree peer to peer lending.
Prosedur pengembalian uang pinjaman di fintech investree peer to
peer lending.

Wanprestasi dalam akad di fintech investree peer to peer lending.
Praktik Wakalah bi al-ujrah di fintech investree peer to peer
lending di Indonesia.

Analisis hukum Islam terhadap pinjaman modaldifintech investree

peer to peerlending di Indonesia.

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap penulis proposal ini, maka

penulis perlu membatasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Praktik Wakalah bi al-ujrah di fintech investree peer to peer lending di

Indonesia.



2. Analisis hukum Islam terhadap praktik Wakalah Bi al-ujrahfintech

investree peer to peerlending di Indonesia.

C. Rumusan Masalah
Dengan mendiskripsikan latar belakang, identifikasi, dan batasan
masalah di atas. Maka untuk mempermudah pembahasan dan penelitian
ini, penyususn merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana prosedur pinjam modaldi fintech investree peer to peer
lending di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur pinjam modal di

fintech investree peerto peer lending di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Tujuan dari di lakukannya pengkajian pustaka ini adalah
untukmemperoleh suatu perbandingan antara suatu permasalahan
terdahulu yang berhubungan dengan inti permasalahan yang saat ini
penulis teliti, sebagai bukti keaslian dari penelitian tersebut dan untuk
menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan
terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi
terhadap karya tertentu.

Kajian Pustaka adalah deskripi ringkas tentang kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti hingga

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan



pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan

harus dijelaskan.'

Penelitian tentang Fintech Investree peer to peer Lending ini
adalah bukanlah yang pertama kali dan bahkan yang kesekian kalinya.
Namun judul yang hampir mirip atau pantas dijadikan kajian pustaka
hanyalah beberapa judul saja.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat judul yang hampir
sama, yakni:

1. Undergraduate thesis, oleh Misbahudin, Anas, 2012, IAIN Sunan
Ampel Surabaya. “Analisis hukum Islam terhadap implementasi akad
wakalah bil ujrah pada produk jasa surat kredit berdokumen dalam
negeri (SKBDN): studi kasus di Bank Syariah Mandiri
Surabaya”. Dalam thesis ini membahas tentang Wakalah bil Ujrah
pada implementasi produk jasa SKBDN di BSM tidak sesuai dengan
Hukum Islam. Hal ini tampak pada saat penentuan ujrah. Pihak bank
menentukan sepihak kepada nasabah. Sedangkan salah satu syarat
penentuan ujrah harus disepakati oleh kedua belah pihak.””

2. Kunnaenih, 2015, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Penerapan akad

Wakalah bi al-ujrah pada produk asuransi pendidikan PT Takaful

' Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014). 8

"> Misbahudin, Anas, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah

pada Produk Jasa Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN):studi kasus di Bank syariah

Mandiri Surabaya” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 64.



Keluarga dan PT Life Syariah”.Dalam skripsi ini membahas tentang
prosedur pelaksanaan asuransi pendidikan berdasarkan akad Wakalah
bi al-ujrah pada PT asuransi Takaful Kelarga dan PT Asuransi
BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait
didalamnya yaitu formulir permohonan peserta asuransi, ikhtisar
polis, ketentuan atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta
ilustrasi polis.”®

3. Undergraduate thesis, oleh Rusyati, 2015, Universitas Gajah Mada
Yogyakarta. “pelaksanaan Akad Wakalah bi al-ujrah dalam Asuransi
Jiwa Syariah di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency
Banjarmasin”.Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Akad
Wakalah bi al-ujrah dalam Asuransi Jiwa Sya’riah P.T. Prudential
Life Assurance Agency BNJ Banjarmasin. Dalammelakukan akad
wakalah bil ujrah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

No.10/DSN-MUI/IV/2000."7

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
judul skripsi yang penulis bahas kali ini memiliki pokok permasalahan
yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan di atas, yang

mana penulis mencoba mengkaji tentang ‘“Analisis Hukum Islam

"“Kunnaenih, “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada produk asuransi pendidikan PT Takaful
Keluarga dan PT Life Syariali” (SKRIPSI --UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 83.

"Rusyati, “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi Jiwa Syariah di PT. Prudential
Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin” (skripsi--, Universitas Gajah Mada Yogyakarta,
2015, 100.



Terhadap Analisis Hukum Islam terhadap Fintech Investree Peer to peer

Lending di Indonesia”.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan
penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk mendiskripsikan bagaimana prosedur pinjam modal di fintech
investree peer to peer lending di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap prosedur pinjam modal

difintech investree peerto peer lending di Indonesia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas,
penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua poin, yaitu:

1. Secara teoritis

Kajian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Wakalah bi al-
ujrahFintech Investree peer to peer Lending Di Indonesia adalah

sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangsih pemikiran yang bernuansa islami
terhadap Fintech Investree peer to peer Lending.
b. Sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa jika akan

melakukan penelitian judul yang sama.



2. Secara praktis

a. Peneliti, memberikan pengetahuan yang lebih jauh, karena yang
akan diteliti bukan merupakan hal yang baru untuk pengkajian
keislaman.

b. Nasabah, dengan system yang islami, maka tidak ada yang merasa
dirugikan.

c. Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam
mensosialisasikan  terhadap masyarakat, bahwa transaksi
pinjaman keuangan syariat seperti dalam bentuk fintech investree
ini dengan memberikan keuntungan kepada masyarakat adalah
untuk membantu masyarakat yang menginvestasikan dananya

yang lebih ke fintech investree.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan
pedoman dalam penelitian. Tujuan dari definisi operasional yaitu
untuk menegaskan maksud dari bagian-bagian judul sehinga tidak
menyebabkan kesalahan pemahaman terhadap maksud judul.
Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami
terhadap istilah yang dimaksud dengan judul analisis hukum Islam
terhadap pinjaman modal di fintech investree peer to peer lending
di Indonesia, maka perlu dipertegas terlebih dahulu maksud dari

judul penelitian ini secara terperinci sebagai berikut:



Hukum Islam :  Kitab (kalam) Allah yang mengatur amal
perbuataan Mukallaf, baik berupa perintah,
larangan ataupun anjuran untuk melakukan
atau anjuran untuk meninggalkan, atau
kebolehan bagi mukallaf untuk memilih
antara melakukan atau tidak melakukan, atau
ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai
sebab, syarat, atau mani’(penghalang)."
Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hukum
yang mengatur tentang akad Wakalah bi al-

Ujrahbaik berupa al-Qur’an dan Hadits.

Pinjaman Uang : Layanan jasa pinjam meminjam uang dengan
berbasis pada teknologi informasi ini akan
sangat membantu  dalam  mengatrol
peningkatan akses masyarakat terhadap
berbagai produk jasa keuangan secara online,
terutama dengan berbagai pihak tanpa harus

saling mengenal."”

Fintech: Merupakan penggunaan teknologi dalam

sistem keuangan untuk menghasilkan produk

'8 Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

" Desy Setyowati, Transaksi Fintech diprediksi naik 24 % menjadi RP 249 Triliun tahun ini”,
https://katadata.co.id/berita/2017/08/28/biprediksi-transaksi-fintech-naik-24-menjadi-rp-249-
triliun-di-2017, diakses pada tanggal 02 Desember 2018.



dalam sistem layanan keuangan. Terdapat
perusahaan yang menggunakan teknologi
finansial untuk mengembangkan sistem
layanan keuangan agar sistem keuangan dan

penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Investree :  Perusahaan teknologi finansial di Indonesia
yang berbadan hukum yang menyediakan,
mengelola, dan mengoperasikan layanan

pembiayaan berbasis teknologi informasi.

Peer to peer Disebut sebagai social lending atau person-
Lending: to-person merupakan praktik pemberian
pinjaman wuang antar individu dimana
peminjam dan pemberi pinjaman (investor)
dipertemukan melalui platform  yang
diberikan oleh perusahaan yang diberikan

oleh perusahaan peer fo peer lending.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini yaitu berupa penelitian lapangan dan kemudian
dilanjutkan dengan penelitian kajian pustaka. Penelitian lapangan yaitu
mengambil data secara langsung di tempat sumber data guna untuk

mendapatkan data dengan lengkap dan mengetahui praktek di lapangan.



Penelitian kajian pustaka yaitu analisis data bersumber dari buku-buku
yang berkaitan dengan penelitian ini.*
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis
analisis data :
1. Data yang dikumpulkan
a. Data primer
a) Fintech Investree Peer to peer Lending tentang prosedur
pinjaman modal dan mekanisme investasi .
b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan
Digital
b. Data sekunder
Data tentang Wakalah bi al-ujrah dalam Fintech Investree
Peer to peer Lending.
2. Sumber data
Sumber primer merupakan sumber yang pokok/utama dari pihak
yang bersangkutan di lapangan. Sumber sekunder adalah yang diperoleh
atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-
sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan

penelitian terdahulu.

Y Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Cet 2, (Surabaya: Hilal Pustaka.2013), 93.



Sumber data terdiri dari:
a. Sumber primer
1) Sumber data yang diambil dari hasil wawancara dengan Staf
Pengawasan Industri Keuangan Non Bank di Otoritas Jasa
Keuangan
2) Nasabah yang pernah meminjam pembiayaan lewat /nvestee
b. Sumber sekunder
1) Muttataq ‘alaih. Al-Syaukani, Nail al-Autar, juz 4
2) Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat
3) www.investree.id
4) Adrian Sutedi, Perbankan Syariah
5) Hendi Suhendi, Figh Muamalah
3. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini dilandaskan pada aturan yang baku yang telah menjadi
bahan didalam penelitian kualitatif yang mana pengumpulan datanya
dengan cara pengamatan atau observasi dan inferview atau wawancara
dan dokumen.?!
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian
penelitian, maka penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan
menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

! Buna’l, Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press,
2006), 19.



Observasi adalah suatu cara mengadakan penyidikan
dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu
peristiwa atau kejadian yang akan ditelitj”. Dalam penelitian ini
di gunakan observasi sistematis, dimana peneliti melakukan
langkah sistematis dalam mengamati objek penelitian dengan
menggunakan pedoman instrument observasi, sehingga dapat
menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah yang telah

> Inti dari observasi ini ingin menjawab hipotesa

ditetapkan.
penelitian ini.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan
metode observasi ini adalah:

1) Untuk mengetahui Prosedur atau tata cara penerapan akad

Wakalah bi al-ujrah di dalam Fintech Investree peer to peer

Lending.

b. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

124

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/keci

teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

> Amirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 129.
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta:reneka cipta, 2006), 166.
2 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: alfabeta, 2016), 137.



kepada nasabah yang yang melakukan peminjaman di investree
dan konsultan OJK Perwakilan Surabaya, percakapan itu
dilakukan dengan maksud tertentu, ingin menguji hipotesa
penetilian ini dengan percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu
pewawancara yang bertugas sebagai orang mengajukan pertanyaan
dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari
pertanyaan tersebut.

4. Teknik pengolahan data
Dilakukan sebuah mengelola kelengkapan data dalam penelitian ini

dengan menggunakan teknik pengeditan data dan pengorganisasian data.

Setelah penelitian selesai atau telah terkumpul, maka diperlukan sebuah

pengelolaan data-data yang terkumpul dengan mengadakan beberapa

proses, antara lain:

a. Pengeditan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian
data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang
telah diterima peneliti®’. Yakni memeriksa data yang terkumpul baik
melalui observasi maupun wawancara terhadap para nasabah atau
investor Fintech Investree dari segi kelengkapan yang perlu dikoreksi
saja.

b. Pengorganisasian data dalam hal ini mendapatkan data yang jelas dan
terorganisir dengan baik, sehingga dapat di analisis lebih lanjut guna

perumusan deskriptif.

“Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, 253.



5. Teknik analisis data

Analisis data adalah salah satu tahapan yang dikerjakan setelah
memperoleh informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, dan
bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi temuan-temuan sehingga
menjadi suatu data yang teratur dan akurat. Seperti yang dikemukakan
oleh Bogdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan
bahwa:
“Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan
apayang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain™>°

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif analistik yaitu dengan membuat gambaran mengenai
akad Wakalah bi al-ujrah terhadap Fintech Investree peer to peer Lending
atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang menggambarkan
jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk
dianalisis tentang bagaimana system yang terdapat di akad Wakalah bi al-
ujrah di Fintech Investree peer to peer Lending yang mana sesuai dengan
data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Penelitian melakukan pendekatan dengan pola berfikir secara

metode deduktif yaitu menekankan pada fenomena atau fakta secara

*Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian, 248.



lapangan melalui pengamatan yang kemudian menarik kesimpulan

berdasarkan fakta dan secara teori.

Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka
diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab pertama pendahuluan, merupakan pengantar kepada
pembahasan berikutnya. Bab ini merupakan uraian yang harus diketahui
terlebih dahulu agar dapat dipahami lebih tepat dan benar pembahasan
berikutnya. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua ini memuat tentang Hukum Islam yakni meliputi
pengertian, landasan hukum Studi Teoritis yang membicarakan tentang
Akad Wakalah bi al-ujrah pada Fintech Investree Peer to peer Lending.

Bab ketiga ini membahas tentang temuan studi pada Fintech
Investree Peer to peer Lending, yakni mencakup sudut pandang investree,
status badan hukum,struktur/direksi, bagaimana prosedur investasi
pinjam meninjam investree di Indonesia, dan keniscayaan perjanjian
pinjam meminjam investree.

Bab keempat merupakan analisis terhadap judul Analisis Hukum

Islam Terhadap pinjaman modal di Fintech Investree Peer to peer



Lendingdi Indonesia. Analisis ini meliputi bagaimana proses transaksi
pinjam meminjam yang berbasis syariat dengan ketentuan Hukum Islam
tentang Wakalah bi al-ujrahFintech Investree Peer to peer Lending yang
berdasarkan dalil-dalil dari Al-quran dan maupun ulama.

Bab kelima merupakan bab penutup, pada bab ini berisi
kesimpulan yang di dalamnya menjawab semua rumusan masalah dan

juga berisi saran.



BABII
LANDASAN TEORI

A. WAKALAH
1. Pengertian Wakalah

Pengertian  al-wakalat secara bahasa adalah  al-tafwidh
(pendelegasian), a/-hifzh (memelihara), al-kifaat (penggantian), dan
al-dhaman (tanggung jawab). Diartikan demikian karena dalam akad
ini terdapat pendelegasian dari pihak pertama kepada pihak kedua
untuk melakukan sesuatu yang didelegasikan kepadanya. Pihak yang
menerima pelimpahan wewenang berkedudukan sebagai wakil,
pemelihara (a/-hafizh), penanggung jawab (al-dhamin), dan pengganti
(al-kafi). *’Al-Qur'an juga memakai akar kata yang sama pada
beberapa ayat. Di antara contohnya dapat dilihat firman Allah dalam

surat Ali Imran yang berbunyi:

Uiyl 263058 24 5328 280§ gaas 38 ‘g “\’ (.,@J d w;‘j‘\'

Artinya:
“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah
sebaik-baik penolong”.**

Atau firmanNya dalam surat al-syura ayat 6 yang berbunyi:

}“

QJQJ.Q_MMJ 4 \y\fu 150l Ww \Ju.x{w

?7 Atang Abd. Hakim, Figh Perbankan Syariah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011 ) 271.
* Depag RI, A/-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), 58.

23
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Artinya:
“dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain
Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya

Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi

mereka”.”’

Adapun A/-wakalah menurut istilah para ulama didefinisikan yaitu,
antara lain:

a. Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa wakalah adalah
ungkapan yang mengandung arti pendelegasian sesuatu oleh
seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan
kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

b. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang
mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan
yang merupakan haknya, yang mana kegiatan tersebut tidak
dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah pemberi kuasa wafat,
sebab jika kegiatan diikatkan setelah pemberi kuasa wafat maka
sudah berbentuk wasiat.

c. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah adalah seseorang yang
menempati diri orang lain dalam pengelolaan.

d. Menurut ulama Hambali, wakalah adalah suatu permintaan ganti
seseorang yang didalamnya terdapat pengganti hak Allah dan hak

manusia.

* Ibid, 368.
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e. Menurut ulama Figh Klasik Al-dhimyati, wakalah adalah seseorang
yang menyerahkan urusannya kepada orang lain di dalamnya
terdapat penggantian.

f. Menurut Imam Taqy, wakalah adalah seseorang yang menyerahkan
hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya.

g. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan
kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain
sebagai penggantinya dalam bertindak.

h. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh
seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.™

2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum dari wakalah adalah Al-Qur’an, al-Hadits, dan

Kaidah Fikih sebagaimana disebutkan di bawah ini:
a. Al-Qur’an:

- o - ) - 5 Y A o ° 0, _ - ‘/. Z
" 6;:4125 F,.f }--}@-4-;’ il JG . V..)é.;w:.g AR (*i Lizzly 2U 4SS

Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka
saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah
seorang di antara mereka: “sudah berapa lamakah kamu
berada (di sini).” Mereka menjawab: “kita berada (di sini)
sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi):

3%Sadhana Priatmadja, 7ugas Presentasi Wakalah, Kafalah, dan Hawalah, 2.
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“tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu
berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara
kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan
yang lebih baik, maka hedaklah ia membawa makanan itu
untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan
janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang
pun. (QS. Al-Kahfi ). !

L,o.§>j 4lA\ S LA§> \}A&JLB L,o..@..m.) QLAM V.M‘z?; od/lj
D01 s laeian A 53 B b1 Wadal 2.
P Lagls OLS
Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa’)*

- 0 “ 3 s . ° e % P @

2iaSs 1505 LehdT d) Bl 155 0T 28k A O
@ P _ s @ L e % TN
Ol & 4y ;,. .ja./; \.:».//J &0l td ij \j,a.iﬁ ol JLJ\ o
s a2 L )

Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepadayang berhak menerimanya dan apabila
kamu menetapkan hukum di antara manusia, henaklah
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

3 Depag RI, A/-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : Duta Ilmu, 2002), 311.
32 .
Ibid, 78.
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adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Al-
Nisa’). **

b. Al Hadist
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Artinya:

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqcdah
menceritakan kepada kami, ia berkata: salta mendengar
penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabis.a.w.
memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan
seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia
membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor
dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar
dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan
keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah
membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung. "**
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Ibid.
3* Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, Beirut: dar al-Fikr, tt, Vol.9
Kitab a/-Diyat, No.45



Artinya:

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa lbn Sa'diy al-
Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk
mengambil sedefuth (zakat). Setelah selesai dan sesudah
saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar
memerintahktn agar saya diheri imbalan (fee). Saya
berknta: sayd bekerja hanya karena Allah. (Jmar
menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya perndh
bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau
memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang
kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya:
Apabila knmu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah
(terimalah) dan bersedekahlah. " (Muttafaq 'alath. Al-
Syaukani, Nail al-Authar, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), j.
4,h.527).%
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%> Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, Nai/ al-Autar, juz 4 (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), 527.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia
berkata; saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah
bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu
Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa
Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak
tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus
seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa
gandum, (Fatimah) pun menolaknya. Maka (Wakil
‘Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban
apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui
Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu kepada beliau,
beliau bersabda: “Memang, dia tidak wajib lagi
memberikan nafkah.” Sesudah itu, beliau menyuruhnya
untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu
Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: “Dia adalah
wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh
karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi
Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu
bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal
(selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku.” Dia
(Fatimah) berkata:setelah masa iddahku selesai,
kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu’awiyah
bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas
Rasulullah Saw bersabda: “Abu Jahm adalah orang yang
tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya
(suka memukul pent), sedangkan Mu’awiyah adalah orang
yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah
dengan Usamah bin Zaid” Namun saya tidak
menyukainya, beliau tetap bersabda: “Nikahlah dengan
Usamah.” Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah
telah memberikan limpahan kebaikan padanya hingga
bahagia. (H.R. Muslim no: 2709).%

c. Kaidah Fikih

GiZ Je s Jx Y A5y el L;J,A\

Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut Libanon: Daar al-Kutub, t. th.,), 67.
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Artinya:

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.™’

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam melaksanakan wakalah (perwakilan) harus memenuhi

rukun dan syarat sebagai berikut:*®

a. Muwakkil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa). Syarat orang

yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak
terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik
yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang
terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat
membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya.
Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak
bertindak.

Wakil (orang yang mewakili). Syarat orang yang mewakili adalah
orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa,
idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah
untuk mewakillan. Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah
dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat
membedakan. Madhhab Hanafi membolehkan bila yang menjadi
wakil itu adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut

masalah-masalah yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat

37 1bid,3.

*Abu Azam Al Hadi, Figh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UINSA Press,2014), 129-130
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bahwa baligh tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil
pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan
ibunya dengan Rasulullah Saw. Saat itu, Amar hanya seorang
anak kecil yang belum baligh.”

Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan). Syarat utama yang
diwakilkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak
baik, 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya,
kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

Sesuatu yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat
dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau
perbuatannya. Di antaranya, jual beli, sewa menyewa, berutang,
berhukum, dan berdamai. Menurut Syufah, hibah, sedekah,
gadai, pinjaman dan meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur
harta. Hal ini berlaku pria dan wanita.

Sighat (lafal untuk mewakilkan). Sighat itu disampaikan orang
yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan,

dan pihak yang mewakili menerimanya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia Nomor: 113/DSN-MUI/IV/2017  ditetapkan bahwa

pelaksanaan wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*’

a. Ketentuan Hukum

*Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer(Bogor: Ghalia Indonesia. 2012), 214
* Fatwa Dewan Syariah Nasional no. 113/DSN-MUI/IV/2017, Tentang Akad Wakalah Bi Al-

Ujrah, 1.
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Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan dengan tunduk

dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa

ini.

b. Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-ujrah

1.

Akad wakalah bi al-ujrah harus dinyatakan secara tegas
dan jelas serta dimengerti baik oleh waki/ maupun
muwakkil

Akad wakalah bi al-ujrah boieh dilakukan secara lisan,
tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat
dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil

Iy

Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshiyah
thabi'fyah/natuurlijke persoon) atau yang dipersamakan
dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah
hukmiyah/rechtsperson), berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan
kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat

ashliyyah maupun niyabiyyah.
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4. Muwakkil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar

ujrah.
Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan

perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.*!

d. Ketentuan terkait Obyek Wakalah

€.

Wakalah bi al-ujrah hanya boieh dilakukan terhadap
kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

Obyek wakalah bi al-ujrah harus berupa pekerjaan atau
perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh

wakil dan muwakkil.

. Obyek wakalah bi al-ujrah harus dapat dilaksanakan oleh

wakil,

Akad wakalah bi al-ujrahboleh dibatasi jangka waktunya.

. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas

kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh

muwakkil (pemberi kuasa).

. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang

timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali

karena al-ta'addi, al- tagshir, atau mukhal atat al-syuruth.

Ketentuan terkait Ujrah

“bid, 7.
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Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh
dimanfaatkan menurut syariah (mutagawwam) dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuantitas dan/atau kualitas wujrah harus jelas, baik berupa
angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang
disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan
akad.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan
tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas
manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai

kesepakatan.*?

f. Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk

1.

Dalam hal akad wakalah bi al-uyjrah diterapkan pada
kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku dhawabith
dan Audud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor
52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah
pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada

transaksi anjak piutang. Berlakudhawabith dan hududyang

“1bid, 8.
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terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-
MUV/II1/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada
kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku
dhawabith dan hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI
Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip
Syariah.

. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada
kegiatan keperantaraan (wasathah), berlaku dhawabith dan
hudud yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor
93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan ( Wasathah)
dalam Bisnis Properti.

. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada
kegiatan SBSN Wakalah, berlaku dhawabith dan hudud
yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-
MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) Wakalah.

. Dalam hal akad wakalah bi al-ujrah diterapkan pada
kegiatan sindikasi, berlaku dhawabith dan hudud yang
terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-
MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (a/-Tamwil

al-Mashrifi al-Mujamma’).
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7. Dalam hal akad wakalahbi al-ujrah diterapkan pada
kegiatan program anuitas, berlaku dhawabith dan
hududyang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor
99/DSN-MUI/X11/2015 tentang Anuitas Syariah untuk

Program Pensiun.®

4. Macam-macam Wakalah

a. Al-wakalah al-Mutlagah, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa

batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering
dikenal dengan istilah kwasa luas, yang biasanya digunakan untuk
mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya

untuk perbuatan pengurusan (beheren).

. Al-Wakalah al-Muqayyadah, yakni penunjukan wakil untuk

bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum
positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya
untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya
diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan
dengan kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau
perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

Al-Wakalah al-Amamah, yakni perwakilan yang lebih luas dari al-
muqgayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah.
Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam

praktek perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan

* bid.,
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sebagai pelengkap transaksi suatu akad sebagai jembatan atas
keterbatasan atau hambatan dari pelaksanaan suatu akad.**

5. Berakhirnya al-Wakalah
Akad al-Wakalah akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu
syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.

2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad
salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.

3. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah
berhenti, dalam keadaan seperti ini al-wakalah tidak berfungsi
lagi.

4. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil
meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi’i dan
Hambali). Menurut mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui
putusan yang mewakilkan.Sebelum ia mengetahui hal itu,
tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk
segala hukumnya.

5. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak
perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya
atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan.

* Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Akad Syariah(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011).
146-147
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6. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.*’

6. Hikmah di Syariatkan Wakalah

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu
adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia itu tidak
dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya
diluar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang
dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan

tanggung jawab tersebut untuk faedah dan kebaikannya.

B. UJRAH

1. Pengertian Ujrah (Upah)

Ujrahadalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.
Ujrahdan Ijarah merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu
pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas ijarah terlebih dahulu
dan kemudian membahas tentang wujrah. Secara etimologi ijarah berarti
bay’ al manfa’ah (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun
jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.*Menurut jumhur ulama figih
berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh
disewakan adalah manfaatnya.*’Dalam kamus hukum, ijarah adalah sewa-

menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 237.
* Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 277
47 1

Ibid, 121.
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adanya ijarah, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat
bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang
membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling

mendapatkan manfaat.*®

Ijarah merupakan salah satu kegiatan ber mu’amalah manusia
dengan sesamanya. Al - Ijarah merupakan asal kata dari al ajru yang
artinya menurut bahasa berarti al - ’'wadh yang berarti ganti atau imbalan
atau upah. Ijarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu
pihak yang memiliki benda disebut mu’ajir (yang menyewakan) dan
musta’jir (penyewa.) Ijarah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran
manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M.
Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menutut pengertian syara’, al - Ijarah
ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekan
pada upah atau wjrah. Perbedaannya kalau ijarah merupakan suatu
perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun
jasa. Sedangka wujrah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat

yang dinikmati.*’

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak
bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu

bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah,

* Ibid, 278.
* Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004. 134
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yang dalam figh Islam disebut ujrah.Menurut Hanafiah Ujrah adalah akad
untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari
suatu zat yang disewa dengan imbalan.’’Menurut Syaikh Syihab al-Din
dan Syaikh Umainas Ujrah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan
disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang
diketahui ketika itu.Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah
menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep wjrah atau al-ajr wa
al-umulah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan
dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang
dinikmatinya. Nilai ujrah yang harus dinyatakan dengan jelas ini

disesuaikan dengan hadis nabi.
2. Dasar Hukum Ujrah (upah)

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf
maupun  khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum ijarah
(ujrah).’'Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang

sangat kuat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

Dasar hukum dari Ujrah adalah Al-Qur’an, al-Hadis sebagaimana

disebutkan di bawah ini:

a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah :

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114
51 .
Ibid, 123
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Artinya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama
dua tahun penuh, Yaitu Dbagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf.Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu
menderita kesengsaraankarena anaknya dan seorang
ayahkarena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*>

Firman Allah dalam QS. At-Thalaq , yakni:

s Eeile ‘”Mfﬁjﬁmymfbjwrgwwwir‘i}
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Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

>2 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, 38.
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mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu)dengan baik, dan jika kamu
menemui kesulitan maka perempuan lain
bolehmenyusukan (anak itu) untuknya.’®

As-Sunnah: HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

Artinya:

“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan

sebelum kering keringat mereka”.”*

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan

penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam

pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan

seéscorang.

3. Rukun dan

Dalam

Syarat Upah

hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang

berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

a. Ujrah (upah) harus dulakukan dengan cara-cara musyawarah dan

konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri

>3 1bid, 559.

% Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, Sunan Qubrah, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab,

£.),198
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setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang

tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

b. Upah harus berupa ma [ mutagawin dan upah tersebut harus

dinyatakan secara jelas.”’Konkrit atau dengan menyebutkan
kriteria kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai
manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan
jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan
contoh upah yang tidak jelaskarena mengandung unsur jihalah

(ketidak pastian).

c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu

pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh
yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya
tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek
riba.”*Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah

dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumabh.

»Ghufran A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

186.
% 1bid, 186-187.



BAB III

PROSEDUR PINJAMAN MODAL DI FINTECH INVESTREE PEER TO PEER

LENDING DI INDONESIA

A. Sudut Pandang Investree

Investree adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia
dengan sebuah misi sederhana: sebagai online marketplace yang
mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan
orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan
perolehan Lender, investree juga membuat pinjaman menjadi lebih
terjangkau dan mudah diakses bagi Borrower. PT Investree Radhika Jaya
(perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan
dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia,
perusahaan menyediakan layanan pinjaman sebagai penghubung pihak
yang memberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman
meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun badan hukum
kepada individu atau badan hukum tertentu. Perusahaan tidak
menyediakan segala bentuk saran atau rekomendasi pendanaan terkait

pilihan-pilihan dalam situs ini. >’

Isi dan materi yang tersedia pada situs investree.id dimaksudkan

untuk memberikan informasi dan tidak dianggap sebagai sebuah

7 “Investree produk”. www.marketing.co.id, Diakses pada tanggal 08 Juli 2018.

44
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penawaran, permohonan, undangan, saran, maupun rekomendasi untuk
menginvestasikan sekuritas, produk pasar modal, atau jasa keuangan
lainnya. Perusahaan dalam memberikan jasanya hanya terbatas pada

fungsi administrative.

Pendanaan dan pinjaman yang ditempatkan di rekening /nvestree
adalah tidak dan tidak akan dianggap sebagai simpanan yang
diselenggarakan oleh Perusahaan seperti diatur dalam Peraturan
perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia. Perusahaan atau
setiap Direktur, Pegawai, Karyawan, Wakil, Afiliasi, atau agen-agennya
tidak memiliki tanggungjawab terkait dengan setiap ganggua atau
masalah yang terjadi atau yang dianggap terjadi yang disebabkan oleh
minimnya persiapan atau publikasi dari materi yang tercantum pada situs
perusahaan. Hingga akhir bulan Juli 2017, Investree berhasil
membukukan catata penyaluran pinjaman Rp. 192 miliar dengan 17,2%
rata-rata tingkat pengembalian dan 0 default. /nvestree pun dinobatkan
sebagai “Indonesia Most Creative Company 2017 Kategori Teknologi
oleh Majalah SWA, “Best Cash Management Solution Indonesia”
Kategori New Economy Solutions dalam gelaran The Asset Triple A —
Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 2017 oleh
Majalah The Asset, “ The Winner of Indonesia Digital Innovation Award

2017 kategori Lending Fintech oleh warta ekonomi, serta masuk



46

kedalam jajaran “10 starup Indonesia favorit Editorial Tech in Asia

Indonesia”. >

Per 31 2017, PT Investree Radhika Jaya resmi terdaftar sebagai
penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK) dengan nomor
registrasi S-2492/NB.111/2017 sebagaimana tertanda pada surat tanda
bukti terdaftar dari OJK.*> Hal ini berarti investree telah memenuhi
standar pemerintah dari segi sitem elektronik, mitigasi risiko, kelayanan
sumber daya manusia, dan infrastrujtur operasional lainnya untuk
menjalankan bisnis.*’ Investree juga merupakan satu-satunya peer to peer
financing platform yang menyediakan layanan syariah melalui investree
syariah dengan diperolehnya sejak tanggal 23 Agustus 2017 surat
rekomendasi penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Surat Nomor U-
492/DSN-MUI/VIII/2017. ®'Dengan adanya surat rekomendasi tersebut,
Investree dapat berpartisipasi dalam merancang, memberi masukan, dan

mengawasi berjalannya produk yang berbasis syariah, yang mana juga

¥ “Investree produk”. www.marketing.co.id, Diakses pada tanggal 08 Juli 2018.

* www. bisniskeuangan. kompas.com. Diakses pada tanggal 02 Februari 2019.

60 .
Ibid.

6! “Menuju Fatwa Fintech Syariah, Investree sebagai Pelopor Peer-to-peer Financing Berbasis
Syariah-Endeafor Indonesia”. Endeaforindonesia.org. diakses pada tanggal 25 Desember 2018.
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sebagai bagian dari proses mendukung hadirnya Fatwa Fintech Financing

Syariah di Indonesia. %

B. Produk dan Layanan
Investree mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman
dengan orang yang bersedia memberikan pinjaman melalui peer-to-peer
lending platform-nya. Lender dapat mendanai dua bentuk pinjaman di
Investree: pinjaman bisnis berbasis dengan skema invoice financing dan

pembiayaan karyawan.

1. Pinjaman Bisnis

Merupakan pinjaman modal kerja untuk memperlancar arus
kas bisnis dengan menjaminkan tagihan atau istilah Inggrisnya
“invoice financing . Mekanismenya, lender akan meminjamkan
dan atau modal kerja bagi borrower yang memiliki dan
menjaminkan tagihan sedang berjalan terhadap perusahaan-
perusahaan besar. Tagihan tersebut kemudian akan menjadi dasar
peminjaman dan dibayarkan oleh klien peminjam yang disebut
dengan payor. Produk ini telah banyak dimanfaatkan oleh industri
kreatif di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek.®Untuk

memperluas jangkauan layanannya, /nvestree bekerjasama dengan

52 Developer, metrotvnews. “Investree Bentuk Produk Fintech Syariah”. Metrotvnews.com.
diakses padatanggal 27 Desember 2018.

63 “Mengajak Tumbuh Pohon Investasi Investree”. www.rappler.com. Diakses pada tanggal 07
Januari 2018.
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Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya agar
semakin banyak industri kreatif yang menjadi pengguna layanan
pinjam meminjam uang berbasis peer-to-peer lending dan terbantu

dalam hal pengembangan usaha.

2. Pembiayaan Karyawan

Fasilitas pinjaman berbasis teknologi digital yang
diperuntukkan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan yang
bekerjasama dengan [Investree.®* Pada praktiknya, Investree
berperan sebagai mitra perusahaan dari berbagai sektor atau unit
yang telah listed atau berbentuk PT untuk memberikan akses atau
bantuan pembiayaan diluar gaji pokok bagi karyawan yang bekerja
di perusahaan tersebut. ®Mirip dengan kredit tanpa Agunan
(KTA), bantuan pembiayan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan
karyawan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan,
kesehatan yang tidak tercakup oleh asuransi, hingga renovasi

rumah. %

6 “Mengajak Tumbuh Pohon Investasi Investree”. www.rappler.com. Diakses pada tanggal 07
Januari 2018.

% “Investree Beri Solusi Pinjaman Bagi Karyawan Perusahaan”. www.seluler.id. Diakses pada

tanggal 05 Februari 2019.

66 ®nnyestree Tawarkan Pembiayan Untuk Karyawan". www.bisniskeuangan.kompas.com.
Diakses pada tanggal 01 Februari 2019.
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C. Status Badan Hukum Investree
Seiring dengan perkembangan zaman teknologi dalam hal ini bidang
Peer To Peer lending atau P2P maka untuk mengurangi dampak resiko
terhadap konsumen atau nasabah, pemerintah ahirnya berperan dalam
membuat peraturan dan kebijakan melalu OJK . Salah satu aspek dalam
financial technology yang telah diatur di Indonesia adalah layanan peer to peer
lending (P2P lending) atau layanan bisnis pinjaman dari pengguna ke

pengguna. Peraturan Status badan hukum ada dua macam, yaitu: 67

1. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal
pertama yang diatur oleh OJK dalam bisnis P2P lending adalah
permodalan, kepemilikan, serta status badan hukum penyelenggara.
Badan Hukum penyelenggara berbentuk Perseroan Terbatas ataupun
Koperasi. Penyelenggara berbadan hukum PT dapat dimiliki oleh
Warga Negara Asing (WNI) atau Warga Negara Asing
(WNA).“Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing
dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf
b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%
(delapan puluh lima persen)”, Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut.Selain
itu, penyelenggara layanan juga wajib melampirkan bukti kepemilikan

modal minimal sebesar Rpl miliar saat pendaftaran, dan modal

%7 Ana Toni Roby Candra, Wawancara, UIN Sunan Ampel, tanggal 4 Maret 2019
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tersebut meningkat menjadi sebesar Rp2,5 miliar saat mengajukan izin.
peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa
Keuangan. Mengenai peraturan ini berkaitan dengan Investree bahwa:

a. Bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital
tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan
manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

b. Bahwa inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar
menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung
jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan
memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

c. Bab I Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud adalah Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya
disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model
bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah
baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem
digital.

d. Dalam Bab 2 pasal 4 Kriteria IKD meliputi:

a. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan.

68

https://kliklegal.com/begini-pengaturan-layanan-peer-peer-lending-oleh-ojk, Diakses pada
tanggal 10 Ferbruari 2019.
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b. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
sebagai sarana utama pemberian layanan kepada
konsumen di sektor jasa keuangan.

c. Mendukung inklusi dan literasi keuangan.

d. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas.

e. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada.

f. Menggunakan pendekatan kolaboratif dan

g. Memperhatikan ~ aspek  perlindungan  konsumen  dan
perlindungan data.

2. Investree  saat ini  mendapatkan  ta’limat Nomor  U-
492/DSNMUI/VIII/2017 tentang penunjukan Profesor AH. Azharuddin
Lathif, M.Ag.M.H. sebagai penasihat teknis Syariah khusus untuk
“Investree”. Namun setelah terbitfatwa No 117/DSN-MUI/II/2018
Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan Prinsip Syariah, penyelenggaraan layanan yang dilakukan
oleh /nvetree maupun Dana Syariah wajib mengikuti ketentuan

tersebut.

D. Struktur direksi dan latar belakang Investree
Inilah tim profesional yang berada di balik layar Investree, siap membantu
mempertemukan Borrower dan Lender dalam kerjasama peer-to-peer lending

yang menguntungkan.
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1. Advisor Team

a. Muliaman Darmansyah Hadad adalah mantan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan mantan Deputi
Gubernur Bank Indonesia. Beliau telah resmi bergabung
sebagai Senior Advisor [Investree. Dengan pengetahuan
mendalam dan pengalaman matang di dunia ekonomi dan
keuangan selama puluhan tahun, beliau akan berbagi nasihat
tentang strategi bisnis terutama yang berkaitan dengan
regulasi dan ekspansi usaha di /nvestree.

b. AH Azharuddin Lathif saat ini menjabat sebagai Direktur
Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Institute, Konsultan di Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Arbiter di Badan Arbitrase
Syariah Nasional (Basyarnas) MUI. Berkaitan dengan hukum,
ekonomi, dan syariah, beliau kini mendedikasikan waktu dan
tenaganya dalam bekerja untuk mengembangkan konsep
syariah di Indonesia.Beliau telah resmi bergabung sebagai
TechnicalAdvisor Sharia Business Investree yang ditunjuk
oleh DSN-MUI berdasarkan Surat Rekomendasi Penunjukkan
Tim Ahli Syariah Nomor U-492/DSN-MUI/VIII/2017.

Sebagai Tim Ahli Syariah di /nvestree, AH Azharuddin Lathif
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memberikan masukan dan membantu /nvestree Syariah dalam
menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Board of Directors

a. Amir, Memiliki jiwa sosial yang tinggi, Amir bercita-cita
mewujudkan sesuatu yang dapat membantu masyarakat luas
untuk berkembang dari segi ekonomi. Ia pun memanfaatkan
latar belakang pendidikan dan pekerjaannya untuk menggali
potensi usaha yang bisa memajukan individu dan UMK,
hingga akhirnya terbentuklah /nvestree sebagai pionir
platform pinjam meminjam secara gotong royong di
Indonesia.

b. Andrian, Pengalamannya bekerja di berbagai institusi
finansial terkemuka membuat Adrian melihat secara langsung
banyaknya masyarakat Indonesia yang masih mengalami
kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan. Berangkat
dari hal tersebut, Adrian mengimplementasikan sebuah ide
untuk membangun wadah digital yang menghubungkan
Borrower dan Lenderyaitu Investree.

c. Dickie, Setelah menyelesaikan pendidikannya di University of
Michigan, Ann Arbor, memulai kariernya sebagai Database
Administrator di California sebelum kembali ke Asia
(Singapura) untuk menjadi Regional Content Manager di

Lycos Asia. Di sana, Dickie bertanggung jawab untuk
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meluncurkan website Lycos Asia di Asia Tenggara. Dickie
sempat menjadi Head of e-Channels di AstraWorld dan
bertugas mengelola website seluruh pelanggan otomotif Astra
Group, serta turut membangun sistem SMS premium di
Telkomsel. Tak hanya terjun ke bagian operasional, Dickie
juga pernah menjadi Technical Advisor di beberapa
perusahaan besar, salah satunya Purple Analytics Asia Pte.
Ltd. sebagai Head of Business Development (dahulu SPSS
Indonesia).

d. Ade, Mengandalkan pengalamannya sebagai bankir dan
ketertarikan yang besar terhadap teknologi, Ade bergabung
dengan /nvestree dengan tekad mendukung program
pemerintah tentang perwujudan inklusi finansial di Indonesia.

3. Management Team

a. Amalia sejak awal tertarik dengan pengembangan produk
pinjam meminjam yang dapat dihasilkan oleh perusahaan
fintech dalam rangka memajukan UMKM di Tanah Air.
Mengandalkan pengalamannya di industri consumer, retail,
dan micro selama lebih dari 12 tahun, Amalia menjadi bagian
dari Direksi Investree yang untuk menguatkan produk dan
layanan pinjaman dari aspek mitigasi risiko.

b. Salman memulai kariernya di dunia perbankan hampir 20

tahun lalu di Citibank Indonesia sebagai Relationship
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Manager, bertanggung jawab atas klien institusional seperti
lembaga keuangan bank, perusahaan BUMN, dan perusahaan
swasta nasional, hingga berhasil menjabat sebagai Senior Vice
President. Mengandalkan pengalaman dan jaringan yang
dimilikinya, lulusan S1 Akuntansi Universitas Trisakti ini
bergabung dengan Investree untuk memperluas cakupan bisnis
sekaligus memaksimalkan fungsi P2P lending bagi
masyarakat.

. Vari, Wanita yang juga Dosen Komunikasi waktu ini
berkenalan lebih intensif dengan dunia keuangan setelah
bekerja di Citibank. Indonesia sebagai Head of Marketing
Communications untuk bisnis ritel, dan di MNC Bank sebagai
Group Head Marketing Communications. Kini bergabung
dengan /nvestree dengan visi ingin memasyarakatkan fintech
dan P2P lending agar lebih dikenal dan dapat dimanfaatkan
secara luas.

. Anupama, sebelum menghabiskan 4 tahun di 7rade& Working
Capital Deutsche Bank dan 1 tahun di Capital Float sebagai
B2B E-commerce Business Development. Gairahnya yang
besar terhadap inovasi pinjam meminjam mendorong lulusan
MBA ini untuk mengeksplor dunia finfech lebih jauh lagi
dengan mengepalai Divisi Produk dan Inovasi di /nvestree

untuk menciptakan inklusi finansial yang nyata di Indonesia.
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Anupama merupakan salah satu peraih gelar bergengsi 7he

Economic Times Young Leader.

. Fery mengawali kiprahnya di dunia perbankan sebagai

Strategic Partnership Marketing Officer di HSBC Indonesia,
menangani ritel, pinjaman personal, dan kartu kredit. Selama
di sana, ia pernah menjuarai Sales Championship — Regional
Consumer. Setelah itu, Fery menduduki posisi Sales Manager
Bank at Work di Bank CIMB Niaga dan terakhir sebagai
Senior Relationship Manager, Business Banking di Emirates
Islamic Bank, Dubai, yang banyak berfokus pada konsep
syariah. Bagi alumni S1 Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia dan S2 IPMI Business School ini, bergabung di
Investree  memberikan  tantangan  tersendiri  untuk
membuktikan bahwa P2P lending merupakan alternatif brilian

yang dapat membantu memajukan UKM di Indonesia.

E. Prosedur Fintech Investree P2P

beberapa pihak antara lain: °

1.

Di dalam transaksi layanan pinjam meminjam tersebut terdapat

9

Pemberi pinjaman

% Sovia Hasanah, “Dasar Hukum Layanan Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a8a27073caf8/dasarhukum-layanan-
pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi, diakses pada tanggal 31 Februari 2019.



57

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau
badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Didalam
praktek pemberi pinjaman disebut sebagai (lender) atau Investor
yangmemiliki modal dan hendak di salurkan ke pihak yang
membutuhkan dengan persyaratan tertentu kepada penerima

pinjaman (borrower).

2. Penerima pinjaman.

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badanhukum yang
mempunyai utang karena perjanjianLayanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Didalam praktek penerima pinjaman
disebut juga sebagai (borrower) yang merupakan pihak yang

membutuhkan dana untuk kepentingan usaha peminjam.

3. Penyelenggara Layanan.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah
badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan
mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi, dalam hal ini penyelenggara layanan adalah

pihak Investree.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor.77/POJK.01/2016 disebut

kanpenyelenggara layanan dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya.
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Penyelenggara layanan dalam transaksi fintek wajib berbentuk Badan Hukum,

Permodalan, Kepemilikan. Badan hukum yang dimaksud dalam POJK tentang

Fintech berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ataupunkoperasi. Koperasi yang

dimaksud dalam peraturan OJKini merupakan Koperasi dengan bidang usaha

Jasa.

Mekanisme pinjam meminjam atau pembiayaan yang berdasar akad

syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: "’

1.

Penerima pinjaman mengajukan pinjaman melaui  website
penyelenggara layanan.

Penerima pinjaman mengirimkan berkas identitas.

Penerima pinjaman mengirimkan dokumen terkait kebutuhan
pembiayaan seperti dokumen legalitas usaha, tagihan (Invoice) atas
piutang usaha dan dokumen penunjang lainnya. Untuk menjaga prinsip
Pembiayaan Syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua
invoice dapat diterima di untuk pinjam meminjam atau pembiayaan
Syariah. Invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat
terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan
kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran
penyelenggara layanan berbasis Syariah. Jenis 7invoice yang menjadi

prioritas adalah yang ditujukan kepada Payor berupa perusahaan besar,

70 Catur Nugroho, Wawancara, OJK Surabaya, tanggal 25 Februari 2019.
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contohnya perusahaan multinasional, institusi yang terdaftar di bursa
saham, atau instansi pemerintahan.

. Dokumen ini diperlukan oleh Penyelenggara layanan karena salah satu
tujuan dari layanan ini adalah untuk mendukung pendanaan bagi usaha
kecil (UMKM) sehingga mayoritas peyelenggara layanan meminta
dokumen terkait dengan usaha penerima pinjaman. Namun, untuk
penerima pinjaman yang bersifat perorangan yang tidak memiliki
usaha dokumen yang diberikan hanya terkait dengan sumber
pengembalian biasanya berbentuk Slip gaji dan foto kopi rekening
tabungan.

. Pihak Penyelenggara melakukan skoring atau analisa terkait kelayakan
pemberian pinjaman kepada calon penerima pinjaman sesuai dengan
jangka waktu dan bunga pinjaman serta kemampuan pengembalian
pembayaran oleh peminjam.

. Setelah mengeluarkan skoring dan masuk kategori layak diberikan
pinjaman, penyelengara memberikan informasi kepada pemberi
pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak
di berikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam.

. Akad pembiayaan atau pinjam meminjam dilakukan antara penerima
pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema Al Qardh.Pemberi
pinjaman memberikan pinjaman atau talangan atas invoice (tagihan)
yang diberikan, dilanjutkan dengan akad Wakalah bil ujrah, Pemberi

pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu
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melakukan pengurusan atas invoice yang diberikan oleh peminjam.
Akad Al- Qardh maupun wakalah bi al-ujrah dilakukan secara online
memalui website penyelenggara layanan. Dapat pula mempergunakan
akad Musyarakah untuk segmentasi tertentu. Semua kegiatan akad
yang dilakukan para antara pemberi pinjaman dan peminjam tunduk
dan mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada
umumnya.

8. Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa invoice (tagihan) serta
giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Untuk pinjaman
perorangan pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai
kesepakatan para pihak.

9. Pinjaman dicairkan melalui rekening Virtual penerima pinjaman pada
Bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan peyelenggara

layanan.

F. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech)
Berdasarkan Prinsip Syariah

Syarat mengajukan pembiayaan berbasis teknologi informasi (fintech)

berdasarkan prinsip syariah bagi penerima pembiayaan (borrower) minimal

kegiatan usaha yang dilakukan sudah berjalan selama 1-2 th. Syarat dan
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ketentuan dalam produk pembiayaan berbasis syariah berbeda satu sama lain:

71

a. Invoice Financing (Pembiayaan Tagihan)
1. Badan Hukum/ Perusahaan : KTP, NPWP, Akte
Pendirian Peusahaan.
2. Individu: KTP, NPWP.
b. Online Seller Financing Syariah (Pembiayaan Modal Kerja)
Pada pembiayaan online seller financing syariah (pembiayaan
modal kerja), syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan hanya
dengan menyiapkan identitas pribadi, mencantumkan lokasi usaha,
kesungguhan dari pemilik usaha. Selain syarat dan ketentuan yang sudah
disebutkan pada dua poin di atas, maka terdapat beberapa dokumen yang

dibutuhkan untuk mengajukan pembiayaan Syariah, antara lain sebagai

berikut: 7>

a. Untuk Individu : KTP, NPWP.
b. Untuk PT/CV : KTP, NPWP, Rekening Koran, Akta

perusahaan, SK Kemenkumham, SIUP atau TDP.

G. Mekanisme dan Alur Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

(Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah

I Catur Nugroho, Wawancara, OJK Surabaya, tanggal 25 Februari 2019.

7 Frequently Asked Questions, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya,
https://www.investree.id/syariah/online-seller-financing, diakses pada tanggal 12 September
2018.
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Alur pelaksanaan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi

(fintech) secara umum sebagai berikut:”

) B

rrower

Alur pemberian pembiyaan sebagai berikut:

a. Penerima pembiayaan melakukan registrasi ke /Investree, lalu
Investree memeriksa data penerima pembiayaan serta tim risk akan
melakukan analisa dari KTP, NPWP (individu/perorangan), akte
perusahaan (badan hukum/perusahaan), jika datanya sesuai akan
diberikan kontrak.

b. PT. Investree memasukkan para penerima pembiayaan ke
untuk diperlihatkan kepada calon pemberi pembiaya

c. Pemberi pembiayaan memilih calon-calon peneri
dan menginvestasikan dananya ke calon peneri
melalui PT. Investree. PT. Investree menyalurkan d:
pembiayaan kepada penerima pembiayaan.

Alur pengembalian dana sebagai berikut :

a. Penerima pembiayaan melakukan pengembalian d

ke PT. Investree.

7 Catur Nugroho, Wawancara, OJK Surabaya, tanggal 25 Februari 2019.
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b. PT. Investree menyalurkan pengembalian dana kepada pemberi

pembiayaan. "

Borrower membayar pembiayaan pada waktu tertentu sesuai

dengan periode dan biaya wakalah yang telah disepakati. ZLender

menerima kembali pokok pendanaan beserta pendapatan imbal hasil

berupa ujrah wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh

Borrower.
Imbalan dan Biaya Syariah
Grade
Imbalan Wakalah

Al++ 9,6% 2.4%

A1 1,2% 2.4%

A2 12.8% 2.4%

A3 14,4% 3,2%

B1 12,8% 2.4%

B2 14,4% 3.2%

B3 15.2% 4,0%

cl 14,4% 2,2%

c2 15,2% 4,0%

Cc3 16,0% 4,0%

Catatan:

1. Milai Imbalan Wakalah berdasarkan nilai fnvoice
2. HMilai Imbalan Wakalah berlaku dengan Loan to Value sebesar B0%.,

Risiko

Low risk

Low risk

Low risk

Low fo medium risk

Low to medium risk

Medium risk

Medium to high risk

Medium to high risk

High risk

High risk

Grading ditentukan menggunakan pendekatan risk based pricing

dimana risk based pricing tersebut berdasarkan dari hasil Credit Scoring

yang berlaku di /nvestree. "

™ Nasabah lender Investree Rendy Kholis H., Wawancara, Surabaya, 21 Mei 2019.

" 1bid.,
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H. Keniscayaan perjanjian pinjam meminjam Investree

Syariat (al-shari’ah) secara bahasa adalah mawrid al-ma’li al-istisqa’,
yang berarti sumber air minum, atau al-tariq al-mustaqim, yang berarti jalan
lurus. Sedangkan syariah secara istilah bisa dimaknai sebagai
“perundangundangan yang diturunkan oleh Allah SWT. kepadaRasulullah
Muhammad SAW. Untuk semua umat manusia, baik yang berkaitan dengan
permasalahan akhlak, ibadah, makanan dan minuman, pakaian ataupun
mu’amalah (hubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan)
untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan pengertian
transaksi atau bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh
kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing pihak. "°Bisnis
syariah dapat pula diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta
(barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dengan cara perolehan dan
pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram). ''Bisnis syariah
merupakan perwujudan (implementasi) dari syari’at Allah SWT. Pada
dasarnya, bentuk-bentuk dari bisnis syari’ah adalah tidak jauh berbeda dengan
bentuk-bentuk dari bisnis yang ada pada umumnya, yaitu upaya
mengusahakan atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
manusia, yang dalam konteks ini adalah konsumen. Akan tetapi aspek syariah

itulah yang membuat bisnis syariah berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain dan

® Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro dan Ghansham Anand, Pengantar
Lembaga Keuangan Syariah, (Surabaya: Zifatama Jawara, 2017), 5.

77 1ps
Ibid, 6.
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pada umumnya. Dengan demikian, bisnis syariah di samping mengusahakan
bisnis seperti pada umumnya, akan tetapi juga melaksanakan dan menjalankan

syariat dan ketentuan Allah SWT. Dalam hal bermu’amalah tersebut.

Adapun ketentuan lain terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi (fintech) berdasarkan prinsip syariah pada PT. Investree Radhika

Jaya yaitu mengenai biaya dan tarif syariah:

1. Biaya Wakalah
Biaya wakalahakan mengacu pada tingkat risiko yang dihasilkan
dari proses credit-scoring oleh Tim Analis Investree dan nilai 7invoice.
Saat calon Borrower mengajukan aplikasi pembiayaan, /nvestree secara
otomatis akan menganalisis setiap data, dokumen, dan keterangan lainnya
yang diajukan oleh Calon peminjam. Hasil analisis tersebut akan
menghasilkan tingkat pinjaman sebagai penentu tingkat dan biaya

wakalah yang harus dibayarkan oleh peminjam. ™

2. Biaya Marketplace
Investree membebankan Biaya Marketplace sebesar 2,4%-4% dari
nilai invoice tergantung pada grade pembiayaan yang diberikan kepada
setiap aplikasi pembiayaan. Harga akan dikenakan secara otomatis ketika
pembiayaan dicairkan kepada Borrower. Biaya marketplace pada awal

peluncuran produk syariah masih belum dikenakan karena masih dalam

78

Biaya dan Tarif  Syariah, Situs Resmi PT. Investree Radhika
Jaya,https://www.investree.id/how-it-works/interest-rate-fee, diakses pada tanggal 12
September 2018.
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tahap promosi. Biaya marketplace boleh dikenakan karena masih dalam

kategori ijarah.

Biaya Keterlambatan

Apabila Borrower mengalami keterlambatan dalam membayar
pembiayaan atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
Investree akan membebankan Biaya Keterlambatan per harinya dan

dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial. ”’

Biaya Asuransi

Atas pertimbangan Tim Analis, setiap pembiayaan yang
difasilitasi melalui Investree akan dilindungi oleh jaminan dari lembaga
penjaminan pembiayaan yang bekerjasama dengan /nvestree. Biaya premi
penjamin menjadi beban Borrower berdasarkan tagihan dari lembaga

penjaminan yang bersangkutan. *°

Biaya Pembatalan

Pembiayaan Investreeakan membebankan biaya apabila Borrower
membatalkan pembiayaan. Jika pembatalan pembiayaan dilakukan setelah
Lender berpartisipasi, maka Borrower dikenakan biaya marketplace sesuai
dengan kesepakatan yang tertuang dalam 7erm Sheet. Sebaliknya, jika

pembatalan pembiayaan dilakukan sebelum Lender berpartisipasi, maka

” Ibid.
5 1bid.
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Borrower tidak dikenakan biaya, partisipasi dari masing-masing Lender

akan dikembalikan. ®!

Biaya Pembayaran

Dipercepat Apabila pembayaran pembiayaan dilakukan lebih cepat
sebelum tanggal jatuh tempo, Borrower akan mendapatkan diskon biaya
wakalah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam 7erm Sheet.
Diskon biaya wakalah boleh diberikan atas kebijakan perusahaan dan
perusahaan juga boleh tidak memberikan diskon biaya wakalah. Besaran

diskon biaya wakalah tersebut berdasarkan kebijakan perusahaan.®

81 1bid.
82 Ibid.



BABIV

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM FINTECH INVESTREE PEER TO PEER

LENDING DI INDONESIA

Dari penjelasan sebelumnya bab II terkait konsep, OJK, dan hukum islam.
Bab III temuan studi hasil penelitian dengan metode wawancara dari staff
pengawasan industry keuangan non bank OJK dan ahli finfech syariah tentang
investree peer to peer lending yang dimana melibatkan nasabah untuk
meminjamkan dana kepada peminjam atau lender apakah sesuai dengan akad
wakalah bi al-ujrah atau belum. Maka ada hal yang perlu di analisis lebih lanjut
yaitu tentang investree peer to peer lending terhadap hukum islamwakalah bi al-

ujrah.

A. AnalisisProsedur Fintech Investree Peer to peer Lending
Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
berdasarkan prinsip syariah pada PT. /nvestree melibatkan beberapa pihak.
Pihak yang melakukan kerja sama dengan /nvestree yaitu pemberi
pembiayaan (/ender) dan penerima pembiayaan (borrower). Investree sebagai
penyelenggara dari kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi berdasarkan prinsip syariah, bertugas untukmempertemukan antara

pemberi pembiayaan (lender) dan penerima pembiayaan (borrower).®

% Syariah-umum Pertanyaan yang sering ditanyakan, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya,
https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah, diakses pada tanggal 12 September
2018.
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Investree adalah sebuah marketplace finansial, yang menyediakan
layanan perantara untuk proses peer-to-peer lending. Investree tidak
berpartisipasi dalam aktivitas pinjam meminjam. Akan tetapi, Investree
hanya menyediakan p/atform untuk memfasilitasi prosesnya, administrasi
akun borrower dan lender.*® Selain itu Investree melakukan kerja sama
dengan buka lapak, tokopedia dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan untuk
mengetahui seller-seller (penerima pembiayaan) mana yang bagus/memiliki

bintang dalam menjalankan usahanya.®

Ketentuan terkait subjek hukum sudah dituliskan di dalam fatwa
tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah, yaitu:
a. Penyelenggara;
b. Penerima Pembiayaan; dan
c. Pemberi Pembiayaan.

Apabila dilihat dari penjelasan di atas, antara pelaksanaan layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada
PT. Investree dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subjek hukum. Hal
tersebut dapat dilihat bahwa subjek hukum merupakan orang atau badan
hukum yang memiliki hak dan kewajiban. /nvestree sebagai Penyelenggara

layanan pembiayaan serta Pemberi Pembiayaan (/ender) maupun Penerima

Ibid.
81bid.
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Pembiayaan (borrower) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
Pemberi Pembiayaan (/ender) maupun Penerima Pembiayaan (borrower) bisa

perorangan dan badan hukum/perusahaan.

Produk-produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik
bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai
pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah juga yang membuat jelas
hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu kontrak, baik kontrak
perjanjian, maupun kontrak lainnya. Pasal 1 butir 1 Peraturan otoritas Jasa
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Prinsip Syariah di Pasar Modal
menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan akad syariah. Akad syariah
adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak
dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah di Pasar Modal. PT. /nvestree hanya mengeluarkan dua produk
layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip
syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya akan
memaparkan ketentuan terkait mekanisme dan akad pelaksanaanya sesuai
dengan produk yang ada di /Investree. Produk tersebut yaitu invoice
financing(pembiayaan tagihan) dan online seller financing syariah

(pembiayaan modal kerja).

Pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah adalah produk

mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice, dirancang dengan
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menggunakan skema syariah melalui Akad Al Qardh untuk pemberian dana
talangan dan Akad Wakalah bi al-ujrah untuk mendapatkan keuntungan atau
ujrah.* Sharia Online Seller Financing adalah pembiayaan modal kerja
(online seller financing) untuk online dan offline seller yang telah memiliki
toko aktif di platform e-commerce rekanan Investree dengan mengunakan
prinsip Syariah (akad Murabahah dan akad Wakalah) dengan skema

pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka waktu hingga 12 bulan.®’

Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad Mekanisme dan akad

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sebagai berikut:

a. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

1) Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang
yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh calon
Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang menjadi
dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;

2) Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice)
yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada
Penyelenggara;

3) Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan

untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti

% Syariah-umum Pertanyaan yang sering ditanyakan, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya,
https://www.investree.id/how-it-works/general-faq-syariah, diakses tanggal 12 September 2018.

YFrequently ~ Asked  Questions, Situs Resmi PT. Investree Radhika Jaya,
https://www.investree.id/syariah/online-seller-financing, diakses pada tanggal 12 September
2018.
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tagihan (7nvoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan
(qardh);

4) Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui
penawaran sebagaimana nomor 3, dilakukan akad wakalah bi
aluyjrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara;
Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara
sebagai wakil;

5) Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan
Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelanggara
sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;

6) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaar dapat
memberikan talangan dana dengan akad gardh kepada Penerima
Pembiayaan/Jasa;

7) Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (payor)
atas piutang Penerima Pembiayaan;

8) Penerima Pembiayaan membayar ujrah kepada Penyelenggara;

9) Penerima pembiayaan membayar utang gardh (jika ada) kepada
Penyelenggara sebagai wakil;

10) Penyelenggara wajib menyerahkan ujrah dan gardh (jika ada)
kepada Pemberi Pembiayaan.

b. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan

Secara Online (Seller Online)



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi
(platform e-commerce/marketplace) dan Penyelenggara melakukan
kerja sama pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha yang
berjualan secara online (seller online) sebagai calon Penerima
Pembiayaan;

Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada
Penyelenggara untuk pengadaan barang;

Atas dasar pengajuan pembiayaan pada nomor 2, Penyelenggara
melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai pengadaan barang;

Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana nomor 3, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukanakad
pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan
sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai wakil;
Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau
mudharabah;

Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan
Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin

atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.
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Pada penjelasan di atas mengenai mekanisme dan akad pada
Investree dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan pembiayaan
berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah secara
substansi sudah sesuai. Akan tetapi, hanya istilah di platform ada
yang belum sesuai serta dalam penjelasan mekanisme yang ada tidak
menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada
awal pelaksanaan pembiayaan. Hanya disebutkan saja bahwa
pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan
membayar pokok pembiayaan + margin/keuntungan. Mekanisme dan
akad yang ada pada produk pembiayaan tagihan atau invoice
financing syariah menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara
Investree (penyelenggara) dengan investor (pemberi pembiayaan),
sedangkan akad gqgardh muncul pada saat supllier (penerima
pembiayaan) menunjukkan 7nvoice (bukti tagihan) pada Investree
(penyelenggara). Mekanisme dan akad yang ada pada produk
pembiayaan modal kerja atau online seller financing syariah
menggunakan akad wakalah bi al-uyjrah antara Investree
(penyelenggara) dengan pemberi pembiayaan, sedangkan antara
Investree (penyelenggara) dengan seller (penerima pembiayaan)
timbul akad murabahah yang termasuk dalam akad jual beli barang

ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.
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B. Prosedur Fintech Investree Peer to Peer Lending dalam hukum islam

Penyelengaraaan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi
informasi yang mempergunakan akad syariah memberikan beberapa
pilihan kepada para pengguna layanan baik itu peminjam maupun pihak
yang memberikan pinjaman. Peminjam maupun pemberi pinjaman
diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor
syariah. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyenggara wajib
memperhatikan  ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar
memberikan pelayanan yang maksimal serta perlindungan dan kepastian
bagi pengguna layanan. Skema Akad yang di terapkan oleh penyelenggara
layanan berbeda beda tergantung dengan skema dan kebutuhan penerima
pinjaman. Beberapa akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan
antara lain akad Wakalah bil ujrah dan akad Musyarakah.

Akad wakalah bil ujrah pada layanan pinjam meminjam uang
berbasis teknologi informasi salah satunya dilakukan oleh PT. Investree
Radika Jaya. Investree menerapkan wakalah bil ujrah dalam proses
penyaluran pembiayaan [Invoicefinacing. Invoice yang ajukan oleh
borrower (peminjam) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor
yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau
instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar.
Lender (pemberi pinjaman) melalui /nvestreemengambil alih tagihan
tersebut denganmelakukan pembayaran kepada borrower atastagihan

tersebut. Peminjam memperoleh keuntungan dengan menerima
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pembayaran terlebih dahulu dari /nvoice tersebut. Sedangkan pemberi
pinjaman memperoleh keuntungan berupa ujrah atas jasa talangan atau
pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.

Penyelenggaraan layanan yang dilakukan /nvestree maupun Dana
Syariah wajib memenuhi ketentuan dan menyesuaikan penyelenggaran
layanan dengan ketentuan syariah yang berkaitan dengan usaha tersebut.
kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan kewajiban bagi lembaga
jasa keuangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Dalam
peyelenggaraan kegiatanlayanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah wajib
meperhatikan hal hal berikut antara lain:®
1. Jaminan kepatuhan syariah (shariah compliance assurance)

ataskeseluruhan aktivitas penyelenggara Layanan.Hal ini merupakan
salah satu yang sangat penting bagi pengguna layanan. Beberapa
ketentuan yang dapat digunakan sebagaiukuran secara kualitatif untuk
menilai ketaatan syariah bagi penyelenggara layanan pinjam
meminjam berbasis teknologi informasi:

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan
penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah
dan aturan Syariah yangberlaku.

b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan

aturan danprinsip-prinsip syariah.

8 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: Ghalia,
2009), 145.
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c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara
wajar sesuaidengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

d. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah.

e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan Syariah.

f. Terdapat Dewan pengawas Syariah sebagai pengarah syariah
atas seluruh kegiatan operasional penyelenggara layanan.

g. Semua dan berasal dari sumber yang sah dan halal sesuai
syariah.

2. Perlindungan bagi pengguna layanan Aspek kesesuaian dengan
prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan
pembeda antara Penyelenggara layanan konvensional dengan
penyelenggaran layanan berdasar syariahkarena dalam syariah tidak
hanya profit oriented, namun juga falah oriented dimana tidak hanya
keuntungan semata mata yang di peroleh namun kemenangan didunia
dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam
penyelenggaraan layanan. *Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam
peraturan lembaga jasa keuangan syariah diatur mengenai kepatuhan
syariah (syariah compliance) yang kewenangannya beradapada
Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan
PengawasSyariah yang harus dibentuk pada masingmasing
Penyelenggara Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi

informasi yang berdasar syariah. Kepatuhan Syariah merupakan

¥ Trisadini UP dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, (surabaya: FH- Universita Airlangga dan
Lutfansah Media, 2015),60.
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prinsip utama yang harus dipenuhi sekaligus pembeda dengan
Penyelenggara Layanan jasa keuangan yang lain (Konvensional)
sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa
layanan. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep
sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan Islam,
syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain
yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai
kerangka kerja bagi sistem dan keuangan penyelenggara jasa
keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya,manajemen,produksi,

aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.”

Dengan kata lain kepatuhan syariah dalam layanan pinjam
meminjam berbasis teknologi informasi adalah tercipta dan
terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-
undangan yang berlaku. Dalam bidang muamalah (transaksi fintech

berbasis syariah) termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya.

% Adrian Sutedi, Perbankan Syariah,147.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab
sebelumnya serta merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada bab

pendahuluan. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah maka penjelasan mengenai mekanisme
dan akad pada Investree dengan fatwa tentang pelaksanaan layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
secara substansi sudah sesuai. Akan tetapi, hanya istilah di platform ada
yang belum sesuai serta dalam penjelasan mekanisme yang ada tidak
menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal
pelaksanaan pembiayaan. Hanya disebutkan saja bahwa pembayaran
kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok
pembiayaan + margin/keuntungan. Mekanisme dan akad yang ada pada
produk pembiayaan tagihan atau invoice financing syariah menggunakan
akad wakalah bi al-ujrah antara Investree (penyelenggara) dengan
investor (pemberi pembiayaan), sedangkan akad qardh muncul pada saat
supllier (penerima pembiayaan) menunjukkan invoice (bukti tagihan)
pada Investree (penyelenggara). Mekanisme dan akad yang ada pada

produk pembiayaan modal kerja atau online seller financing syariah
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menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara Investree (penyelenggara)
dengan pemberi pembiayaan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islampelaksanaan layanan pembiayaan
berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada PT.
Investree dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subjek hukum dan
akad wakalah bi al-ujrah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa subjek hukum
merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban.
Investree sebagai Penyelenggara layanan pembiayaan serta Pemberi
Pembiayaan (/ender) maupun Penerima Pembiayaan (borrower) yang
terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.Produk-produk yang
diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank
pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam
sebuah produk. Akad syariah juga yang membuat jelas hak dan kewajiban
antar pihak yang melakukan suatu kontrak, baik kontrak perjanjian,

maupun kontrak lainnya.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dan

dapat dijadikan pertimbangan oleh:

1.

Pihak 7nvestree seharusnya membuat keputusan secara jelas dan rinci
tentang peraturan-peraturan mengenai efek syariah Wakalah bi al-ujrah
serta prosedur yang di gunakan dengan lembaga keuangan yang terkait

harus lebih jelas.



2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini
dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkaji lebih
dalam lagi mengenai prosedur tentang 7investree serta putusan nomor 13/

POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital.
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